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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN ?ENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELA?AN
I{OMOR 14 TAHUN 2f/22

TENTANG

REHCANA STRATEGIS PERAIUGI(A? DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUI,T ?;A23.2A26

DEIITGAIT RAHMAT TUHA1T YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAI{,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasai 123 ayat
(1) Peraturan furenteri Dalam Negeri Nomor g6 Tahun
2oL7 tentangTata cqra perencanaan, pengend,alian dan
Evaiuasi, Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasio-----_"_

Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana pembang,rr*, Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana K;; pemerintah
Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2O23-2O26;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Daiam
Negeri Republik Indonesia Nomor Ta rahun 2a21
tentang Penlrusunan Dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun zaz2
tanggal 31 Desember 2A27., ,yang menginstrtrksikan
agar Bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir
Tahun 2022, menyusun Dokumen perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun za2a-2a26
yang selanjutnya disebut Rencana pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten/KataTahun zazs-2o26, serta
memerintahkan seluruh Kepala perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana strategis perangkat Daerah
yang untuk selanjutnya disebut Renstra pD
KabupatenlKota Tahun Do2s-2o26 yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;



C.

Mengingat : 1.

d.

-)-

bahwa sehubungan dengan masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati Barito Selatan akan berakhir pada bulan
Mei 2A22, maka perlu Menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2A23-2026;
bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2A23-2A26:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun lg5g tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1953 Nomor g) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undq1lg,l,,,Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Keuang4q,.r.:::,'Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia,T,ahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor a2B61;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistern
Perencanaan, Pe,mlgn gunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik,,Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran',N a Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang,, Nornor 17 Tahun 2OAT tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional
Tahun, 2005-2025 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AOT Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor +TAA);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZA14 tentang
Femerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSSZ]
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perutrahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Zs
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6T5T);

2"

3.

Aa-

5.

6.



9.

.7

8.

11.

12.

13"

I4"

1EtJ-

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2o0s tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor LSZ, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTSj;
Peraturan Pemerintah Nomor T Tahun 2009
tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a816i;
Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 200g tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a9fi);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara n*punrir. tndonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diuhah dengar,t .Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah
Nomor 18 ',Tahun, 2016 tentang perangkat Daerah
lLembaranrNegaraRepublik Indonesia Tahun 2A lg Nomor
!87', ?ambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aA\;
P'eraturae ,Pemerintah Nomor lT Tahun ZAfi tentang
Sinkroni$asj, P,roses Perencanaan dan penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik
'Indonesia , Tahun 2ALT Nomor 10S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
Peraturan,:Pemerintah Nomor 12 Tahun ZAl.9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor 42, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 63eZl;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2}rc tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun ZO|T tentang
Pelaksanan Pencapaian Tujuan pembangunan
Berkelanjutan (irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor i36];
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201A tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun Z*2A tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2A20-2A24 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun ZA2O tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan proyek
Strategis Nasional ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2A Nomor 259|;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201S
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2096)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor LZO Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam,Negeri Nornor 86 Tahun ZAfi
tentang Tata,, Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaiuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan''r..'Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan' Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pearbangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara, Peruhahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang:.' Daerah,:-,,Rencana Pembangunan Jangka
Meneng*l 'Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita.Negara Republik Indonesia Tahun 2OIT
Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2}lg
tentang Klasifiksi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan :Pembangunan dan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZAlg
Nornor &a7);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun ZOZ*
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kei_rangan Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun ZAZA
Nomor 1781);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0S0-SBgg
Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
11 Tahun 2005 tentang Tata Cara penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan peiaksanaan
htlusyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 1S);

i9.
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Menetapkan

24. Peraturan Daerah provinsi Karimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana pembanguna* Jangka
Menengah Daerah provinsi Kalimantan Tengah
Tahr.rn 2A21-2A26;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 1g
Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan
{Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2008 Nomor 1B);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito seiatan Nomor 4
Tahun 2OOg tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
20A6-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2AAg Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Barito $elatan Tahun ZAL4-2034 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O14
Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat. DgerabKabupaten B arito S eiatan ( Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Seiatan
Nomor 2);

29. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun ZOZ2
tentang,:'pe,n'sAna.;iPembangunan Daerah Kabupaten
Barito Seiatan Tahun 2A23-2O2O (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan ,L.embaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 10);

MEMUTUSKAIY:

PERATURAIIT BUPATI ?EIITAI{G RENCANA STRATEGIS
PERANGI{AT DAERAH KABUPATTIV BARITO SELATAN
TAHUN 2A23.20/26.
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BAB I
KETEIYTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerair adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

.:)
!") .

4.

yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat
Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya Ji*ir.gk"l RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tarrun.
Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan peaggun{an anggaran dengan kuantitas dan

5"

6.

ry

kualitas yang terukur.
I' Program adalah pery'abaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentr-lk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan clengan menggunakan
sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber day4 baik yang berupa personii (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana., atau
kombinasi darl beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut seLragai
masukan {inputi un.tuk menghasilkan keluaran {output} dalarn bentuk
harangljasa.

10. Sasaran {targeti adalah hasil yang diharapkan dari suatq program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

i 1. Keluaran ioutput) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang diiaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

12. Hasil (outcome) adatah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keiuaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
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BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGI{AT DAERAH

Pasal 2

{1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan merigacu pada RpD Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2023-2A26.

i2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran Pelayanan perangkat Daerah;
c. Permasalahan dan isu strategis perangkat Daerah;
d. Tujuan dan Sasaran;
e. Strategi dan Arah kebijakan;
i. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
g. Kineq'a Peny'elenggaraan Bidang Urusan;
h. Penutup.

{3i Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tercanturn
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PeraturanBupatiini..,.,i.'...'.'.'.

{4} Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat t1t yaitu
Tujuan, sasaran, pr"ogram", xegl*an oan'*uo kegiat; r*r*rrgr.*t Daerah
yang akan dilaksanakanlpada tahun 2023-2025, f,erdasarkan isu strategis,
arah kebijakan, Tujuan, si***ra oan pr am pemb*r*.rrr.r, Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

-B,arito 
Setatan tentJng RpD Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Renstra Perangkat Daerah ::I{abupaten Barito, ,selatan Tahun 2A23-2026
sebagaimana dimaksud daiam p.sai2 meliputi,
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang;
4" Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan;
5' satuan Polisi Pamong praja dan pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi;
9. Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan

Perempuan dan perlindungan Anak;
l-0. Dinas Ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
1 1. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Moda-l dan pelayanan Terpadu satu pintu;
16' Dinas Pemuda, olah Raga, pariwisata dan Kebudayaan;

Pemberdayaan
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17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Perdagangan, Koperasi usaha Kecil dan Menengah;
19. Sekretariat Daerah;
20. Sekretariat DPRD;
21. Badan Perencanaan pembangunan Daerah;
22.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Kepegar,r,'aian dan pengembangan sumber Daya Manusia;
24. Inspektorat;
25. Kecamatan Dusun Hiiir;
26. Kecamatan Dusun Selatan;
27 . Kecasrtatan Dusun Utara;
28. Kecamatan Gunung Bintang Awai;
29. Kecamatan Jenamas;
30. Kecamatan Karau Kuaia;
31. Badan Kesatuan Bangsa dan politik.

RKPD.

, P"Sl4 , .,.. 
,

', ..', -

il) Renstra sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 rnerupakan acuan setiap
Perangkat Daerah lingkup remqndi#Kabupaten untuk menyusun Renja
Perangkat Daerah dan'digut **b.. .'bahan penyusunan rancangan

(2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru
akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian tuar
biasa, danlatau perintah dqri peraturan perundang-undangan setelah
Ren stra Peran gkat Daerah' ditempkan. aiiaHumn, sesu ai ke tentu an peratu ran
perundang-undangan.
Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayar (21

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
{3}

BAB III
PENGEI{DALIAIT DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan
Renstra PD.

{2} Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra pD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1i diserahkan Kepada Badan perencanaan
Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.

{3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaa
Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-und"angan.
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BAB IV
KETEI{TUAIY PENU?UP

Pasal 9

sebagai dasar penyusurlan Rencana Keq'a pD

Pasal 1O

Feraturan Bupati ini mulai berraku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, *.*.*rrtahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Barito selatan.

Ditetapkan di Buntbk

Diundangkan di Buntok ,

pada tanggal 39 S*{ Z*Za

Renstra PD tahun 2A23-2O26
mulai tahun 208-2A26.

qH'"fl'l*$.
t^i, &4 s &-' a ii

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2A22 NOMOR rA


